h ‘ BAWASLU

Sekretariat : Jin. H Isbat Kel, Kupav\q Kee. Tapin Utara - Rantau 71113
= wnm

Rantau, 13 Januari 2020

Nomor :001/K.BAWASLU.KS-11/PW.07/1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal  : Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),
TNI dan POLRI Se-Kabupaten Tapin pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Yth.

1. Bupati Tapin;

2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Tapin,
3. Ketna DPRD Kabupaten Tapin;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin;

5. Kepala SKPD Se-Kabupaten Tapin;

6. Kepala Kemenag Kabupaten Tapin;
7. Camat Se-Kabupaten Tapin;
8. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Tapin
9. Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Tapin;
10. Kepala Sekolah Se-Kabupaten Tapin.
Di-

Tapin

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun
2020 dan dalam rangka pelaksanaan Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia
No.SS-0035/K BAWASLU/PM.00.60/1/2020 Tanggal 15 Januari 2020 Tentang

Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun

2020 agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara
memperhatikan hal-hal sebagai berilkut :

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Berdasarkan Ketentuan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas
penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. Asas
netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala
bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
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2. Berdasarkan Ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah
dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkarn Putusan Mahkamah
Konstitusi nomor 41/PUU-X11/2014 Tanggal 06 Juli 2015 sehingga dimaknai,
“PNS yang mencalonkan dini atau dicalonkan menjadi
Gubemnur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikc_':ta
wajib menyatakan pengunduran din secara tertulis sebagai PNS sejak
ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.” PNS yang tidak
melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ientang Penetapan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guberuur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pasangan calon
dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

2. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf ¢, menyatakan bahwa pasangan calon
dilarang melibatkan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa
atau sebutan lain/perangkat Kelurahan,

3. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat
Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa
atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dar/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

4. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2), menyatakan bahwa Gubemur ataw Wakil
Gubemur, Bupati atau Wakil Bupali, Walikota atau Wakil Walikota dilarang.
melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penctapan
pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat
persetujuan tertulis dari Menten.

5. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), menyatakan bahwa Gubemur atau Wakil
Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang
menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangun calon buik di dacrah sendiri maupun di daerah
lain dalam waktu 6 (cnam) bulan sebelum tanggal penctapan pasangan calon
sampai dengan penctapan pasangan calon terpilih,

C. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps
dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf ¢, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri
sendii PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok
ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah
pada keberpibakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan
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terlibat dalam politk praktivberafiliasi dengan partai politik, semisal.

a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait reacana
pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala
Dacrah/Wakil Kepala Dacrah. .

b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang m“"f’“’mm dirlays
ataupun orang lain scbagai bakal calon Kepala Dacrah/wakil Kepala
Dacrah.

c. PNS dilarang mendclarasikan dirinya scbagai bakal calon Kepala
Dacrah/Wakil Kepala Dacrah.

d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon
Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah dengan atau tanpa menggunakan
atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

¢. PNS dilarang menggugah, menanggapi (seperti like, komentar, dan
scjenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan
calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal
calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dacrah
melalui media online maupun media sosial.

f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Dacrah
dan Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang
digunakan scbagai bentuk keberpihakan.

g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan
partai politik

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran

tersebut angaka 1 dikenakan sanksi moral,

Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik

(MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi

moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Tindakan administrauf sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa

sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan

pertimbangan Tim Pemeriksa.

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetzp

dilsksanakan scsua dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan

Pemenntah Nomor 53 Tabun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala

Badan Kepegawaan Negara Nomor 21 Tzhun 2010 tentang Keteotama

Pelaksanaan Perzturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Duuplin

PNS.

Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana

dinzksud pada angka | adalah PNS selain Sckretaris Dacrah, Pembentidan

Mejelis Kode Fuk dan Tun Pemenksa dilakukan oleh Pepsbat Pembina

Kepegawatan Instans PNS yang bersanghutan
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7. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode ctik sebapaimana
dimaksud pada angka G adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten/Kota,
Pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat,

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 ‘Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin '
Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang mclanggar ketentuan pasal 4
angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9
dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, berupa : (i) penundaan kenaikan gaji
berkala selama 1 (satu) tahun; (i), Penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun;
(iii). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:

a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala
Dacral/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan
memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau
Surat Keterangan Kartu' Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-
undangan. .

b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daeral/Wakil Kepala Dacrah dengan cara terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk mendukung Calon Kepala Dacrah/Wakil Kepala Dacrah
serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan
sesudah masa kampanye,

2. Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i). penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga) tahun: (ii). Pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan sctingkat Iebih rendah; (iii). Pembebasan dari jabatan; (iv). atau
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri scbagai PNS:

a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau

Wakil Kepala Daeral, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait
dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

b.  Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye,

c. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum
dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang

ketentuan pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin
PNS.
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E. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yalfg
demokratis, bermartabat dan berkualitas, Bawaslu Kabupaten 'l:a;t::
menghimbau kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerin
Daerah Kabupaten Tapin agar:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung mglgl nctmllta:
berdasarkan keteatuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungny
tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; ceoada sceenap ASN di
Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan kepada SEge S s
lingkungan kerja untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai ke.gla o
politik atau yang mengarah keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum,
selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada ]?adan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapin dan Panitia Pengawas: Pemilihan
Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan;
Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan
baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing-masing daerah
maupun kepada uesur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang
bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur

pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan
tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di
lingkungan instansi pemerintah, untuk relaksanakan

dan mensosialisasikan Surat
himbauan Bawaslu Kabupaten Tapin ini dengan sebaik-baiknva.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih. )

Tembusan Kepada Yth,

1. Komisi Aparatur Sipil Negara di -Jakarta;

2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dj —
3. Arsip.

Banjarmasin;
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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, |§Januari 2020

Nomor : SS.@Y§/K. BAWASLU/PM.00.00/1/2020

Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Pengawasan Netralitas ASN,

TNI, dan POLRI

dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2620

Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi, dan
2. Bawaslu Kabupaten/Kota

di-
Tempat

Dalam rangka pengawasan penyele
Gubemur, Bupati dan Wakil Bu
Bawaslu menginstrusikan kepada Bawaslu P
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 'Nomorz Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republk |

Indonesia; )
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200

3. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipd Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201

Urdang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penelap
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubermur, Bupati dan *

" Walikota Menjadi Undang'-Undang‘;'
S. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentan

Kode etik Pegawal Negeri Sipily . -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang D(sfpir; Pegawa.i Nege‘ri

Sipil; ‘ oL N

8. Peraturan Badan Pengawas Peroliihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang
- Pengawasan Penyelenggaran Pemlljhan Umum. . o

B. INSTRUKSI PENGAWASAN
Berdasarkan ketentuan sebagaimana

kepada Jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 untuk: ' _— ' o

1. Melakukan kegiatan pencegahan dengan berkoordinasl intensif untuk menjaga
netralitas selama_penyelenggaran pemilihan kepala daerah 2020.

2. Melakukan pengawasan terhadap netrali

5\

. - P

yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

nggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

pati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020,

rovinsi dan Bawasiu Kabupaten/ Kota untuk

4'tentang Tentara Nasional Indonesia;

6 lentang Perubahan Kedua Atas Undang -
an Peraturan Pemerintah Pengganti

tentang Pemilihan Umum;
9 Pembinaan Jiwa Korps dan

yang telah disebutkan diatas, diinstnuksikan

tas ASN, TNI, dan POLﬁI;
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Menuangkan hasi pengawasan yang ftelsh diabukan ka dm'wwmss.'

[ Rongawasan sobngaimana  dimaksud pada  surat ”"{:ﬁm Wodet A
Q031K BAWASLU/PHM 00 001172020 Tentang Ponduan Pergiian FRmC B0
tanggal 13 Janunri 2020 dan Pengawasan Pembentuban PPK.
Pitkkada Tahun 2020, dan ovingl dan Bawask
. Apablla terdapat  dugoan  polanggaran. nwﬁmp’wwm perundang:
Kabupnten/Kota  dapat  manindaklanuti £00399
undangan. podomani  bersama da

ozgnimn untuk  manjadi  perhatian dan udm
pelaksanaannya, 0as parthatiannyd diucapkan lainta

BADAN PENGAWAS PEMILY
KETU
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